PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT |l
SURABAYA

S ALINAN
No.5/B;tg1.10-3-1994
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I SURABAYA
NOMOR 12 TAHUN 13983

TENTANG
PEMBERIAN BAGIAN, SUMBANGAN DAMN BANTUAM DARI PENERIMAAN
PENDAPATAN DAERAH KEPADA PEMERINTAH KELURAHAN DI
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kemampuan
Pemerintah Kelurahan dalam oenyelenggaraan
tugas—-tugas pemerintahan, pembangunan dan

pelayanan masyarakat perlu dilakszanakan langkah
tangkah peningkatan pendapatannya melalui pem—
berian bagian, sumbangan, dan bantuan dari
sebagian hasil penerimaan Pemerintah Kotamadya
Daecrah Tingkat II Surabava ;

b. bahwa untuk memenuhi maksud te
a diatas, serta dala ran
Keputusan Menteri Dalam hmge
1990 tantang Pedoman Peny: i
Pajak Bumi dan Bangunan Bagiam Doe

ert

sebut pada huruf
melaksanakan
Nomor 88 tahuh
Pznerimaan
rah Tingkat I
a Pemberian

dan Daerah Tingkat 11 se
Sumbangan/Bantuan dan Famperian Szbagian Hasil

Pajat dan Retribusi Dasranhn kemadd Pemerintah
Keluranan, perlu menet?apkan pemberian bagian,
sumbangan dan bantuan dari penerimaan pendapat-
an daerah kepada FPemerintah Kelurahan di
Kotamadya Daerah Tingkat II  Surabaya dengan
suaiu Peraturan Daerah.

Mengingat ;1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1374 tentang Pokok
Pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 18 tahun 1950 tentang
Pembentulan Daerah Kota Besar daizm  Jingkungan
Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta junct> Undang-undang
Nomor 2 tahun 1365 ;

3. Undang—-undang Nomor 32 tanun 56 tentang
Perimbangan Keuangan Negara dangan Daerah
daerah vang bGterhak menguirus umah tangganya
sendiri junctc Peraturan intah Nomor 3
tahun 1957 ;

4. Undang—-undang Nemcr 5 tahun 1978 tentang Peme-
rintahan Desa ;



5. Peraturan Pemerintah HNomor 57  tahun 1985
tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi
dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah ;

6. Peraturan Menteri Daltam Negeri Nomoer 7 tahun
1974 tentang Fembinaan Penyelehggaraan Pemerin-
tahan Desa/Kelurashan ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun
1990 tentang Fengalolaan Keuan Keluranan
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8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42  tahun
199C¢ tentang Pedoman Penyisihan Fanerimaan
Pajak Bumi dan Rangunan Bagian Daerah Tingkat I
dan Daerah Tingkat I1 kepada Pemerintah Desa ;

w

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 530 tahun
1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan
serta Pemberian Sebagian Hasil Fajak dan
Retribusi Daerah kepada Pemerintah Degsa ;

10. Keputusan Menteri Dalam Nageri Nomor 98 tahun
1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan
Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daesrah Tingkat I
dan Daerah Tingkat ! serta Pemberian
Sumbangan/Bantuan dan Pember-ian Sebsggian Hasil
Pajak dan Retribusi Daeral kepada Pemerintah
Kelurahan.

Dengan Persetujuar Dewan Parwakilan Rakyat Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya,

MEMUTUSKARN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II1 SURA
BAYA TENTANG PEMBERIAN BAGIAN, SUMBANGAN DAN BAN-
TUAN DARI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KEPADA

PEMERINTAH KELURAHAN DI KOTAMADYA DAERAH  TINGKAT
II SURABAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasai 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan

a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabava

b. Kepala Daerah, adalah Walikoiamadyva Kepala
Daerah Tingkat I1 Surabaya ;



(1)

(3)

(4)

Dewan, adaiah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

Dinas Pendapatan Daerah, adaiah Dinas Pen-
dapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 1I Sura
baya ;

Bagian Pemerintahan Kelurahan, adalah Bagian
Pemerintahan Kelurahan Sekretariat* Kotamadya
Daerah Tingkat II1 Surabaya ;

Bagian Keuangan, adalah Bagian Keuangan Sekre-
tariat Kotamadya daerah Tingkat iI Surabaya ;

Pendapatan Daerah, adalah Pendapatan Pemerintah
Daerah yang diperoleh baik dari sektor pajak,
retribusi maupun bagian dari penerimaan Pajak
Bumi dan Bangunan ;

Kelurahan, adalah suatu wilayah yang ditempati
oleh sejumliah penduduk yang mempunyai organi-
sasi pemerintahan terendah langsung dibawah
Camat, yang tidak berhak menvelenggarakan rumah
tangganya sendiri.

BAB II
BESARNYA BAGIAN, SUMBANGAN
DAN BANTUAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan Bagian, sumbangan
dan bantuan sebagian hasil pendapatan daerah
kepada Pemerintah Kelurahan ssbagai penerimaan
Pemerintah Kelurahan ;

Besarnya bagian, sumbangan dan bantuan dimak-~
sud pada ayat (1) pasal ini ada’ah

a. berasal dari bagiah penerimaan Pajak Bumi
dan Bangunan sebesar 10% {sepuluh persen) ;

b. barasal dari penerimaan pajak dan retribusi
yang besarnya ditetapkan sesuai dengan
kemampuan keuanganh Pemerintah Daerah ;

Besarnya alokasi bagian, sumbangan dah bantuan
dimaksud ayat (2) huruf b pasai ini ditetapkan
oleh Kepala Daerah ;

Tata cara penyaiuran pemberian bagian,
sumbangan dan bantuan dimaksud pada ayat (1)
dan (2) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh
Kepala Daerah.



BAR III
PENERIMAAN DAN PEHGGUNAAN BAGIAN,
SUMBANGAN DAN BANTUAN

Pasal 3

Penerimaan dan penggunaan dana sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2 ayat [2) Peraturan Daerah
ini dicantumkan dalam Keputusan Kepala Kelurahan

tentang Anggaran FKeluvrahan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal vyang belum cukup diatur datlam
Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelak-
sanaannya akan ditetapkan lebih Tanjut oleh Kepala

Daerah.

Pasal 5
Peraturan Daerah 1ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan menempatkannva dalaw rembaran Daerah Kota-
madya Daerah Tingkat II Surabava.

Suratava, 28 Dssember 19983,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALTKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TINGRAT I1 SURABAYA
Ketua,

ttd ttd

HARJOSO SOEPENO dr. H. POERNOMO KASIDI

LETKOL CHB. Nrp. 22021



Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur tanggal 17 Pebruari 1284 Nomor 87/P
Tahun 1934,

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilavah/Daerah
{Bidang Pemerintahan)

ttd

Drs. MGH. SAFI1I AS’ARI
Pembina Utama Madya
Nip. 010 052 818

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah

Tingkat II Surabaya tahun 1984 Seri B, tanggal 10 Maret 1994
Noinor 5/8B.

A.n. WALIKOTAMADYA =<EPALA DAERAH
TINGKAT I: SURABAYA
Sekretaris Koiamadya Daerah

tta

Brs. W 2 R D J 1
Pembpina Tk.,1I
Nip. 50 0§19 644

Salinan sesuai dengan aslinva
A.n. Sekretaris Kctamadya Daerah
Tingkat I1 Surabays

. F ARUQ, 3H ;
/ Penata Tk.I
ip. 510 02¢ 2a2




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 19 TAHUN 1993

TENTANG
PEMBERIAN BAGIAN, SUMBANGAN DAN BANTUAN DARI PENERIMAAN
PENDAPATAN DAERAR KEF£DA PEMERINTAH KELURAHAN DI
KOTAMADYA DAER/H TINGKAT II SURABAYA

PENJELASAN UMUM

II-

Bahwa dalam rangka menunjang kemampuan Femerintah
Kelurahan di KXotamadya Daerah Tingkat 11 Surabava perlu
diambil langkah-langkah dengan memberikan bacian, sum-
bangan dan bantuan dari Penerimaan Pendapatan Daerabh
vyang bersumber dari penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah
maupun bagian Pemerintah Daerah dari penerimaan Pajak Bumi
dan Bangunhan

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tersebut di
harapkan agar Pemerintah Kelurahan dapat meningkatkan
kemampuannya dalam menyelenggarakan tugas—-tugas pemerin-
tahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyaregkat.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : cukup jelas ;
Pasal 2 ayat (1) : cukup jelas ;
ayat (2} huruf a - Femberian hagian, sumbangan dan

bantuan dari penerimaan Pajak
Bumi dan Bangunan sebesar 10%
(sepuluh perssn) dimaksudkan
untuk melancarkan penyeleng-
garaan Pamerintahan, Pemba-
sgunan dan pelayanan masyarakat
serta untuk membaniu Kelurahan
“ritis, atau sebagai peng-—
hargaan/perangsang bagi Kelurah
an  yang telah me2lunasi Pajak
Bumi dan Banguhan.

huruf b : Pemberian bagian, sumbangan dan
bantuan dari nenerimaan pajak
dan retribusi digunakan untuk
penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan ke~
pada masyarakat.

ayat (3) dan (4) : cukup jelas ;
Pasal 3 s/d Pasal 5 : cukup jelas ;




